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BUPATI BELITUNG 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG 

NOMOR 2 TAHUN 2020 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2020 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BELITUNG, 
 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai 

dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran 

antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, 

maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2020; 

 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 

Belitung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 telah mendapat 

evaluasi sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepulauan 

Bangka Belitung Nomor: 188.44/705/BAKUDA/2020 tanggal 

17 September 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Kabupaten Belitung tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan 

Rancangan Peraturan Bupati Belitung tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Belitung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

Mengingat:... 

SALINAN 
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Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1821); 
 

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia     Nomor 4033); 
 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3848); 
 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 
 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang… 
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Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5155); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

16. Peraturan… 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung 

Tahun 2010 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Belitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 48); 
 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung 

Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung 

Nomor 55); 
 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 54); 
 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2019 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah                                            

Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung 

Tahun 2019 Nomor 10); 

 

Dengan… 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG 

dan 

BUPATI BELITUNG 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2020. 

 

Pasal 1 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula 

berjumlah Rp. 1.211.349.718.767,00 Berkurang sejumlah                                 

Rp. 54.081.562.900,31 sehingga menjadi Rp. 1.157.268.155.866,69 dengan 

rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan 

a. Semula Rp. 1.056.818.587.800,00 

b. Bertambah/(berkurang) Rp.     (96.645.776.264,00) 

 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan  Rp. 960.172.811.536,00 

2. Belanja 

a. Semula Rp. 1.211.349.718.767,00 

b. Bertambah/(berkurang) Rp.     (54.081.562.900,31) 

 Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.157.268.155.866,69 

      ( - ) 

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp.   (197.095.344.330,69) 

3. Pembiayaan  

a. Penerimaan 

1) Semula        Rp. 154.531.130.967,00  

2) Bertambah/(berkurang) Rp.   42.564.213.363,69 

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp.  197.095.344.330,69 

b. Pengeluaran 

1) Semula        Rp. - 

2) Bertambah/(berkurang) Rp. - 

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. -  

   ( - ) 

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp.  197.095.344.330,69  

     Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan  Rp. - 

Pasal... 
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Pasal 2 

 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari: 

a. Pendapatan Asli Daerah  

1) Semula Rp.  153.424.767.700,00  

2) Bertambah/(berkurang) Rp.     (8.349.406.900,00) 

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan  

  Rp.   145.075.360.800,00 

b. Dana Perimbangan  

1) Semula Rp.  743.354.428.100,00 

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (111.923.055.549,00) 

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan  

  Rp.    631.431.372.551,00 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah  

1) Semula Rp. 160.039.392.000,00 

2) Bertambah/(berkurang) Rp.   23.626.686.185,00 

Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah 

setelah Perubahan  Rp.   183.666.078.185,00 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri 

dari jenis pendapatan: 

a. Pajak daerah  

1) Semula Rp. 81.500.000.000,00 

2) Bertambah/(berkurang) Rp.(13.640.000.000,00) 

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp.   67.860.000.000,00 

b. Retribusi daerah  

1) Semula Rp.  8.919.605.000,00  

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (1.685.297.500,00) 

 Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp.    7.234.307.500,00 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

1) Semula Rp. 4.000.000.000,00  

2) Bertambah/(berkurang) Rp.  - 

Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

setelah Perubahan  Rp. 4.000.000.000,00 

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah  

1) Sejumlah Rp. 59.005.162.700,00 

2) Bertambah/(berkurang) Rp.   6.975.890.600,00 

Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

setelah Perubahan  Rp. 65.981.053.300,00 

(3)  Dana... 
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(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari 

jenis pendapatan: 

a. Dana Bagi Hasil  

1) Semula Rp.  69.135.800.100,00 

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (24.421.868.549,00) 

Jumlah Dana bagi hasil setelah Perubahan Rp. 44.713.931.551,00 

b. Dana Alokasi Umum  

1) Semula Rp. 520.027.313.000,00 

2) Bertambah/(berkurang) Rp.  (57.024.931.000,00) 

Jumlah Dana Alokasi Umum 

setelah Perubahan  Rp. 463.002.382.000,00 

c. Dana Alokasi Khusus  

1) Semula Rp. 154.191.315.000,00 

2) Bertambah/(berkurang) Rp.  (30.476.256.000,00) 

Jumlah Dana Alokasi Khusus  

setelah Perubahan  Rp. 123.715.059.000,00 

 

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c, terdiri dari jenis pendapatan: 

a. Hibah  

1) Semula Rp.   53.463.545.000,00 

2) Bertambah/(berkurang) Rp.    (1.263.060.815,00) 

Jumlah Hibah setelah Perubahan  Rp. 52.200.484.185,00 

b. Dana Darurat  

1) Semula Rp. - 

2) Bertambah/(berkurang) Rp. - 

Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp. - 

c. Dana Bagi Hasil Pajak  

1) Semula Rp. 48.358.000.000,00 

2) Bertambah/(berkurang) Rp.   7.242.000.000,00  

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak 

setelah Perubahan  Rp. 55.600.000.000,00 

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus  

1) Semula Rp. -  

2) Bertambah/(berkurang) Rp. - 

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 

setelah Perubahan  Rp. – 

 

e. Bantuan... 
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e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya  

1) Semula Rp.   10.123.600.000,00 

2) Bertambah/(berkurang) Rp.    (6.440.400.000,00) 

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah 

daerah lainnya setelah Perubahan  Rp.    3.683.200.000,00 

f. Pendapatan Lainnya  

1) Semula Rp.  48.094.247.000,00   

2) Bertambah/(berkuranh) Rp.  24.088.147.000,00 

Jumlah Pendapatan Lainnya  Rp. 72.182.394.000,00 

 

Pasal  3 

 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari: 

a. Belanja Tidak Langsung  

1) Semula Rp. 570.071.992.668,00 

2) Bertambah/(berkurang) Rp.   11.411.376.223,57 

Jumlah Belanja Tidak Langsung  

setelah Perubahan  Rp. 581.483.368.891,57 

b. Belanja Langsung 

1) Semula Rp. 641.277.726.099,00 

2) Bertambah/(berkurang) Rp.  (65.492.939.123,88) 

Jumlah Belanja Langsung 

setelah Perubahan  Rp. 575.784.786.975,12 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri 

dari jenis belanja: 

a. Belanja pegawai  

1) Semula Rp. 436.923.546.668,00 

2) Bertambah/(berkurang) Rp.     7.074.371.223,57 

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp.  443.997.917.891,57 

b. Belanja bunga  

1) Semula Rp. - 

2) Bertambah/(berkurang) Rp. - 

Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan Rp 

c. Belanja subsidi  

1) Semula Rp.    1.177.401.000,00 

2) Bertambah/(berkurang) Rp. - 

Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan Rp. 1.177.401.000,00 

 

d. Belanja… 
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d. Belanja hibah  

1) Semula Rp.  15.262.101.000,00 

2) Bertambah/(berkurang) Rp.    1.921.500.000,00 

Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan Rp. 17.183.601.000,00 

e. Belanja bantuan sosial 

1) Semula Rp.   200.000.000,00 

2) Bertambah/(berkurang) Rp. - 

Jumlah Belanja bantuan sosial  

setelah Perubahan  Rp. 200.000.000,00 

f. Belanja bagi hasil  

1) Semula Rp. 9.041.961.000,00 

2) Bertambah/(berkurang) Rp.    271.449.000,00 

Jumlah Belanja bagi hasil 

setelah Perubahan  Rp.  9.313.410.000,00 

g. Belanja bantuan keuangan  

1) Semula Rp. 104.466.983.000,00 

2) Bertambah/(berkurang) Rp.    (5.055.944.000,00) 

Jumlah Belanja bantuan keuangan 

setelah Perubahan  Rp. 99.411.039.000,00 

h. Belanja tidak terduga  

1) Semula Rp.  3.000.000.000,00  

2) Bertambah/(berkurang) Rp.  7.200.000.000,00 

Jumlah Belanja tidak terduga 

setelah Perubahan  Rp. 10.200.000.000,00 

 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari         

jenis belanja: 

a. Belanja pegawai  

1) Semula Rp.  90.803.335.888,00 

2) Bertambah/(berkurang) Rp.       616.299.225,00 

Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 91.419.635.113,00 

b. Belanja barang dan jasa  

1) Semula Rp. 350.096.058.969,00 

2) Bertambah/(berkurang) Rp.  (18.104.162.678,88) 

Jumlah Belanja barang dan jasa 

setelah Perubahan  Rp. 331.991.896.290,12 

 

c. Belanja… 
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c. Belanja modal  

1) Semula Rp. 200.378.331.242,00 

2) Bertambah/(berkurang) Rp.  (48.005.075.670,00) 

Jumlah Belanja modal setelah Perubahan Rp. 152.373.255.572,00 

 

Pasal 4 
 

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari: 

a. Penerimaan  

1) Semula Rp. 154.531.130.967,00  

2) Bertambah/(berkurang) Rp.   42.564.213.363,69 

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 197.095.344.330,69 

b. Pengeluaran  

1) Semula Rp. - 

2) Bertambah/(berkurang) Rp. - 

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. – 

 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis         

penerimaan: 

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) 

1) Semula Rp. 154.531.130.967,00  

2) Bertambah/(berkurang) Rp.   42.564.213.363,69 

Jumlah SiLPA setelah Perubahan  Rp. 197.095.344.330,69 

b. Pencairan dana cadangan  

1) Semula Rp. -  

2) Bertambah/(berkurang) Rp. - 

Jumlah Pencairan dana cadangan 

setelah Perubahan  Rp. - 

c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan  

1) Semula Rp . - 

2) Bertambah/(berkurang) Rp. - 

Jumlah Hasil penjualan kekayaan Daerah 

yang dipisahkan setelah Perubahan  Rp. - 

d. Penerimaan pinjaman daerah  

1) Semula Rp. -  

2) Bertambah/(berkurang) Rp. - 

Jumlah Penerimaan pinjaman daerah 

setelah Perubahan  Rp. - 

e. Penerimaan... 
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e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman  

1) Semula Rp. -  

2) Bertambah/(berkurang) Rp. - 

Jumlah Penerimaan kembali pemberian 

pinjaman setelah Perubahan  Rp. - 

f.  Penerimaan piutang daerah  

 1) Semula Rp. -  

 2) Bertambah/(berkurang) Rp. - 

  Jumlah Penerimaan piutang daerah 

  setelah Perubahan  Rp. - 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis         

pembiayaan: 

a. Pembentukan dana cadangan  

1) Semula Rp. -  

2) Bertambah/(berkurang) Rp. - 

Jumlah Pembentukan dana cadangan 

setelah Perubahan  Rp. - 

b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah 

1) Semula Rp. - 

2) Bertambah/(berkurang) Rp. - 

Jumlah Penyertaan modal (investasi) Pemerintah 

Daerah setelah Perubahan  Rp. - 

c. Pembayaran pokok utang  

1) Semula Rp. -  

2) Bertambah/(berkurang) Rp. - 

Jumlah Pembayaran pokok utang 

setelah Perubahan  Rp. - 

d. Pemberian pinjaman daerah  

1) Semula Rp. -  

2) Bertambah/(berkurang) Rp. - 

Jumlah Pemberian pinjaman daerah 

setelah Perubahan  Rp. - 

 

Pasal 5 

 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 

1. Lampiran... 



 

 

 
 

D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2020\2-PERDA PERUBAHAN APBD TA. 2020.docx      12 

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD; 

2.   Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah 

Daerah dan Organisasi SKPD; 

3.   Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah 

Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan; 

4.   Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan 

Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan 

Kegiatan; 

5.   Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan 

dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi 

dalam Kerangka Pengelolaan  Keuangan Negara; 

6.   Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per 

Jabatan;  

7.   Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

8.   Lampiran VIII  Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang 

belum diselesaikan  dan dianggarkan kembali dalam tahun 

anggaran ini; 

12. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. 

 

Pasal 6 

 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

 

Pasal 7 

 

(1) Dalam Keadaan Darurat dan mendesak, Pemerintah Daerah dapat 

melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan merubah 

Peraturan Bupati, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau disampaikan dalam 

laporan realisasi anggaran. 

(2) Keadaan darurat/mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan 

tidak dapat diprediksi sebelumnya; 

b. tidak... 
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b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; 

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka 

pemutihan yang disebabkan oleh keadaan darurat/mendesak; 

e. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara 

unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; 

f. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya 

harus digunakan dalam tahun berjalan; dan 

g. mengakomodir kebijakan Pemerintah dan Pemeritah Daerah. 

 

Pasal 8 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Belitung.  

 

Ditetapkan di Tanjungpandan 

pada tanggal 29 September 2020 

BUPATI BELITUNG, 

 

ttd. 

 

SAHANI SALEH 

 

Diundangkan di Tanjungpandan 

pada tanggal 29 September 2020  

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BELITUNG, 

 

ttd. 

 

MZ. HENDRA CAYA 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020 NOMOR 2 

 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG, 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (3.2/2020) 

 
 
 

 
 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
ttd. 

 
 

SUPARNO, S.H. 

NIP. 19800315 200903 1 003 


